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KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa partai

politik yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dimintai pertanggungjawaban

pidana.

V.LIL

Hal tersebut dilihat dari poin - poin sebagai berikut:

Bahwa kedudukan partai politik termasuk kedalam kualifikasi
korporasi yang berbadan badan hukum sebagaimana Pasal 1 angka (1)
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1
angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Pidana Korporasi. Penulis
menggunakan doktrin milik Ali Rido dan R. Wiyono mengingat ciri yang
digunakan pada doktrin tersebut selaras dengan definisi korporasi pada
kedua peraturan di atas. Ciri-ciri tersebut kemudian melekat seluruhnya
pada partai politik, yaitu sebagai berikut:

a. Adanya harta kekayaan terpisah
Pemisahan harta kekayaan partai politik dapat dilihat dari
adanya pemisahan kekayaan yang jelas antara sumber dana
keuangan partai dengan kas milik partai. Sumber dana yang
setelah masuk ke dalam kas, kemudian sepenuhnya dimiliki
dan menjadi tanggung jawab partai politik. Partai politik juga
memiliki kebebasan terkait pengelolaan harta kekayaannya
berdasarkan kegiatan-kegiatan dan tujuan yang hendak
dicapai.

b. Mempunyai tujuan tertentu;
Partai politik didirikan dengan tujuan tertentu yang terpisah
dari tujuan pribadi pengurusnya. Tujuan tersebut kemudian
tertuang pada Anggaran Dasar dan Rumah Tangga masing-
masing partai. Meskipun setiap partai dapat memiliki tujuan

yang berbeda-beda, akan tetapi undang-undang mengatur
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tujuan apa saja yang tidak boleh disimpangi. Tujuan tersebut
yang kemudian menentukan arah dari kegiatan-kegiatan
yang akan dilaksanakan oleh suatu partai politik.

. Mempunyai kepentingan sendiri;

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Partai Politik,
partai politik adalah badan yang memiliki kepentingan
sendiri. Kepentingan tersebut yaitu membela kepentingan
politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Meskipun
para anggota partai politik memiliki kepentingan pribadinya
tersendiri, namun hal tersebut berbeda dengan kepentingan
partai. Partai adalah wadah untuk mengakomodir
kepentingan anggotanya, namun kepentingan partai tidak
sama dengan kepentingan pribadi.

. Adanya organisasi yang teratur.

Partai politik dijalankan oleh pengurus partai berdasarkan
tugas dan wewenang pada Anggaran Dasar dan Rumah
Tangga partai. Meskipun tidak terdapat ketentuan yang
mengharuskan bagaimana bentuk dan unsur-unsurnya.
Namun dalam Undang-Undang Partai politik, telah
diwajibkan terdapat organisasi yang teratur pada setiap Partai
Politik di Indonesia. Keteraturan tersebut dilihat dari adanya
pembagian-pembagian tugas dan wewenangnya yang jelas
bagi setiap organ-organnya.

. Ditentukan sebagai badan hukum oleh peraturan
perundang-undangan.

Bahwa beberapa peraturan perundang-undangan secara
eksplisit menyatakan badan-badan yang termasuk badan
hukum. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Partai
Politik pada pokoknya mengatur bahwa agar dapat
menjalankan fungsinya, sebuah partai politik harus

mendaftarkan dirinya sebagai badan hukum. Dengan

102



V.LIIL

demikian, telah jelas bahwa partai politik termasuk badan
hukum yang bentuknya telah ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan.

Terkait argumen kontra terhadap masuknya partai politik kedalam
kualifikasi korporasi pada kedua peraturan di atas menjadi tidak relevan.
Hal tersebut dikarenakan undang-undang di Indonesia telah mengakui
pemidanaan badan publik sebagaimana Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik. Lebih lanjut, definisi korporasi pada Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung
Pidana Korporasi sangat terbuka luas terhadap bentuk-bentuk badan tanpa
membatasi untuk korporasi privat.

Dengan demikian dengan terpenuhinya ciri-ciri korporasi
sebagaimana doktrin di atas, yang selaras juga dengan definisi korporasi
pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi dan Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Pidana
Korporasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa partai politik termasuk kedalam

kualifikasi korporasi pada kedua peraturan tersebut.

Dengan masuknya partai politik ke dalam kualifikasi badan hukum
sebagaimana Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi dan Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Pidana
Korporasi, maka berlaku pula ketentuan-ketentuan pidana korporasi
terhadapnya. Guna menentukan bagaimana actus reus dari partai politik,
dapat melihat Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal tersebut pada pokoknya apabila
perbuatan dilakukan untuk dan atas nama partai, maka partai dapat
bertanggung jawab terhadapnya. Untuk melihat siapa yang berbuat untuk
dan atas nama partai maka kembali melihat kepada Anggaran Dasar dan
Rumah Tangga partai. Selama ia berbuat dalam lingkupnya sebagai anggota

dan atau pengurus partai yang kemudian manfaatnya dinikmati oleh partai
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politik, maka perbuatannya dapat diatribusikan sebagai actus reus partai
politik.

Kemudian jika hendak menilai mens rea dari partai politik, dapat
melihat Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Pidana Korporasi.
Pasal tersebut pada pokoknya menyatakan terdapat beberapa kriteria
bagaimana hakim dapat melihat kesalahan partai politik yaitu:

1. Jika partai politik memperoleh manfaat atau keuntungan dari tindak
pidana korupsi yang dilakukan. Manfaat atau keuntungan salah
satunya dengan adanya aliran dana yang masuk dan dinikmati partai.

2. Jika partai politik melakukan tindakan pembiaran atas terjadinya
tindak pidana korupsi ini, sehingga perbuatan korupsi menjadi
budaya sehari-sehari pada partai tersebut.

3. Jika partai politik tidak melakukan tindakan pencegahan agar
korupsi tidak terjadi. Tindakan pencegahan ini dapat diwujudkan
dengan dilakukannya program kepatuhan anti korupsi di partai
tersebut.

Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi maka atas perbuatan tindak pidana
korupsi, partai politik dapat dimintai pertanggungjawaban terhadapnya.
Perlu diingat bahwa dalam kasus nyata, terdapat beberapa fakta yang tidak
dapat dipisahkan apakah ia masuk ke kriteria satu atau kriteria lainnya.
Mengingat korupsi partai politik adalah kasus yang sangat kompleks,
sehingga sangat mungkin satu fakta masuk ke beberapa unsur. Oleh karena
itu untuk menjerat partai politik perlu dilihat fakta-faktanya secara lengkap

dan menyeluruh.

SARAN

Agar penjeratan pidana partai politik dapat berjalan dengan efektif,
diperlukan suatu undang-undang yang memang ditunjukkan khusus untuk
penjeratan pidana partai politik. Partai politik memiliki kekhasan tersendiri
dalam menjalankan kegiatan dan fungsinya, sehingga tidak dapat

disamakan dengan badan hukum lain. Memang sudah terdapat peraturan
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perundang-undangan yang mengatur terkait pertanggungjawaban pidana
korporasi. Akan tetapi dari ketentuan-ketentuan yang ada, masih terdapat
banyak celah apabila digunakan untuk menjerat partai politik. Terlihat dari
ketentuan-ketentuan yang masih belum selaras dengan lalu lintas sosial
partai politik yang berbeda dengan badan hukum lainnya. Antara lain tugas
dan kewenangan yang melekat pada anggota partai politik berbeda dengan
yang ada pada kedudukannya di luar partai. Seorang sekretaris partai
memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda dengan yang ada pada
dirinya sebagai Menteri Pertanian. Doktrin-doktrin pidana korporasi yang
berkembang saat ini melandasi kepentingan seseorang dari tugas dan
kewenangan yang ia emban pada korporasinya. Padahal dalam korupsi
partai politik, mayoritas kasus terkait dengan tugas dan kewenangannya di
luar jabatan partai. Hal tersebut mengakibatkan ketentuan pidana korporasi
yang ada saat ini menjadi sulit untuk diterapkan. Untuk itu diperlukan
penambahan suatu peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur
terkait pemidanaan partai politik. Peraturan tersebut diisi dengan ketentuan-
ketentuan pidana yang dapat menutup celah-celah pada produk hukum yang
berlaku saat ini.

Membentuk sanksi pidana tambahan yang diterapkan khusus bagi partai
politik yaitu penghentian dana APBN dan/atau APBD kepada partai politik
yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi untuk beberapa periode.
Sanksi ini dapat diterapkan untuk menghindari adanya sanksi berupa
pembubaran partai politik yang berpotensi mengakibatkan ketidakstabilan
politik. Penghentian bantuan APBN dan/atau APBD diharapkan cukup
untuk menunjukkan rasa tidak percaya negara terhadap partai politik yang
melakukan tindak pidana korupsi.

Perlu dilakukan sosialisasi secara merata terkait bagaimana penerapan
peraturan perundang-undangan terkait pemidanaan partai politik yang
melakukan tindak pidana korupsi. Adanya perbedaan persepsi antara pihak
satu dengan pihak lainnya mengakibatkan sulitnya penerapan ketentuan

pemidanaan partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi. Dengan
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adanya sosialisasi yang tepat dan merata, diharapkan seluruh penegak
hukum memiliki persepsi yang sama setidaknya pada hal-hal yang
fundamental terhadap pemidanaan partai politik.

Dengan banyaknya kasus-kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan
partai politik, sudah cukup menjadi alasan bagi para penegak hukum agar
sesegera mungkin melakukan pemidanaan terhadap partai politik yang
terlibat. Pemidanaan pada partai akan menjadi lebih efektif dibandingkan
pada orang perseorangan. Mengingat kerugian keuangan negara yang dapat
dikembalikan menjadi lebih besar, karena merupakan hasil korupsi kolektif

dari beberapa orang perseorangan.
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